ABSTRAK

Perubahan iklim di Arktik memicu krisis lingkungan global yang berdampak
asimetris pada suku Inuit. Dari delapan negara sirkumpolar, penelitian ini
memfokuskan pada empat negara dengan yurisdiksi langsung atas wilayah Inuit
(Amerika Serikat, Kanada, Denmark, dan Rusia) yang memikul tanggung jawab
utama. Rezim hukum internasional didominasi soft law dengan kepatuhan non-
punitif, sehingga gagal memberikan perlindungan efektif bagi Inuit.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi perubahan iklim Arktik
sebagai transboundary environmental harm dan menganalisis bentuk tanggung
jawab negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan  konseptual, menganalisis instrumen  seperti
UNFCCC, Paris Agreement, dan Advisory Opinion 1CJ 2025.

Hasil penelitian menegaskan bahwa perubahan iklim Arktik memenuhi
unsur transboundary environmental harm, yang menimbulkan kewajiban due
diligence yang particularly stringent. Tingkat kepatuhan negara asimetris:
Denmark paling progresif melalui ratifikasi ILO 169, sementara AS dan Rusia
menunjukkan ketidakpatuhan sistemik. Mekanisme loss and damage terbukti non-
punitif dan belum efektif memberikan reparasi, terutama karena Inuit tidak
memiliki akses langsung ke pendanaan.

Penelitian menyimpulkan bahwa mewujudkan climate justice memerlukan
rekonstruksi tanggung jawab negara. Namun, karena reformasi hukum
internasional berlangsung lambat, solusi paling realistis dan mendesak
adalah kompensasi iklim melalui akses langsung Inuit ke Loss and Damage Fund,
pengakuan kontribusi negara sebagai tanggung jawab historis berdasarkan CBDR,
dan integrasi pengetahuan tradisional Inuit (Jnuit Qaujimajatuqangit) dalam
atribusi ilmiah. Langkah ini merupakan jembatan konkret untuk memberikan
perlindungan hukum nyata bagi Inuit di tengah krisis saat ini, tanpa menunggu
rezim /iability internasional yang sempurna di masa depan.
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